
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

gangguan  terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, 

secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, 

merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu 

melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula 

dengan  hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi,  keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang 

merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak mernperoleh 

pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi 

sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah 

kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk 



memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk 

lebih giat dalam memperoleh uang atau pengasilan secara cepat dan mudah 

walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara 

berdagang atau berjualan. 

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai 

contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan 

minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol 

dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan 

minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat 

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih 

dahulu.1 Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil 

jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada. 

Menerapkan peraturan daerah  perlu  adanya  pengawasan dalam       

penjualan  minuman beralkohol serta adanya penertiban  dan  penegakan  hukum 

pihak-pihak   yang   terkait   dalam peraturan  daerah  tersebut. Pihak Kepolisian 

dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak   

pidana tersebut   sesuai   kitab   undang–undang   hukum   pidana   (KUHP) dalam 

Pasal 300  KUHP  dimana berbunyi  “diancam     dengan pidana  penjara  paling  

lama  satu tahun  atau  denda  paling  banyak tiga ratus rupiah”. Sedangkan pihak 

                                                        
1 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 

tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang 
pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol 



Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk menindak para penyebar atau penjual 

miras ilegal yang  tidak  sesuai ijin dari pemerintah. 

Dalam KUHP Tindak pidana  minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 

492, Pasal 536–539  yang  memiliki  unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk   

di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras   

menurut KUHP,  sebagaimana  tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan        

sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa    meminum 

minuman yang memabukan serta Pasal 492  KUHP  yang  diartikan dalam 

keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual 

minuman keras pada anak dibawah umur.2 

Sebagian  orang  yang  mengonsumsi  minuman keras telah  menjadikan  

kegiatan  meminum minuman keras  sebagai  suatu  kebiasaan  yang  sulit  

ditanggulangi.  Pengonsumsi  minuman keras meliputi  tua,  muda,  remaja,  

bahkan  anak-anak  sudah  mulai  mencoba meminumnya  karena  rasa  ingin  tahu  

maupun  faktor  lingkungan.  Minuman beralkohol  kini menjadi  salah  satu  

masalah  yang  cukup  besar  di  Indonesia. Banyak  korban  berjatuhan  akibat  

minuman  ini. Minuman  ini  kerap  digunakan sebagai  minuman  untuk  acara  

adat  ataupun  sebagai  minuman  senang-senang karena  minuman  ini  ternyata  

menyebabkan  efek  ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara  berlebihan,  dapat  

menyebabkan  penyakit.3  

Sementara itu, jika  kebiasaan dari sebagian  masyarakat, atau di daerah-

daerah  tertentu  mengonsumsi  minuman beralkohol karena  dianggap merupakan 

                                                        
2 Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bumi, Aksara: Jakarta. 
3 Hartati, Nurwijaya. 2009, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya. PT. Elex 

Media Kompitindo. Jakarta. hlm. 1 



warisan tradisional (arak, tuak, Sopi, Lapen, dll), jika dikaitkan dengan sisi 

agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan minuman 

beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan sangat bertolakbelakang. Aspek 

sosiologis lainnya, adalah   bagaimana   me-“manage”  dampak negative dari 

minuman keras dengan cara pencegahan (preventive), pengurangan resiko 

(preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery), 

akibat minum minuman beralkohol. 

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan 

Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini, dikaitkan 

dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (social control), maupun 

sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah (dispute solution). Aspek 

yuridis ini sangat diperlukan,  karena  hukum,  atau  peraturan  perundang-

undangan  dapat menjamin  adanya   kepastian   (certainty), dan keadilan  

(fairness) dalam penanganan akibat minuman beralkohol ini. 

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi hukum tersebut, maka 

persoalan  hukum  yang  terkait  dengan  pengaturan,  pengendalian,  dan 

pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol masih bersifat sektoral, 

dan parsial, sedangkan kebutuhan yang sangat mendesak adalah adanya undang-

undang yang menjadi payung (umbrella), bagi semua peraturan-perundang-

undangan yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah dibeberapa 

Propinsi, dan Kabupaten/Kota di Indonesia.  

Oleh    sebab    itu,    agar    hubungan    antar    peraturan    perundang-

undangan yang satu dengan lainnya dapat terjalin dengan harmonis, baik vertikal, 



maupun horizontal, maka pertimbangan yuridis pembentukan suatu 

peraturan   perundang-undangan  tentang  minuman   beralkohol dalam  bentuk 

undang-undang, adalah suatu keniscayaan, demi menyelamatkan generasi bangsa 

Indonesia kedepan. 

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara 

berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya 

terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai 

negara  yang   beragama,  akan   lebih   mudah   mengatur perkembangan 

minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras)  yang 

setiap saat dapat mengancam jiwa manusia. 

Ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol 

dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat 

payung hukum tentang undang-undang larangan miuman beralkohol. Hal ini tidak 

lepas dari banyaknya kepentinga politik  yang ada di dalamnya. 

Perlu disadari bahwa adanya tuntutan masyarakat untuk membuat Peraturan 

hukum/undang-undang tentang larangan minuman beralkohol,   jangan disalah-

artikan bahwa itu adalah keinginan/kepentingan sebagian  umat Islam dalam 

rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan 

Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahaya minuman keras itu sendiri dalam 

kehidupan manusia. 

Sebagai contoh di Amerika Serikat  meskipun  pemerintah AS tidak 

merujuk   pada   agama   Islam,   Presiden   Reagan   (1986)   telah   melakukan 



kampanye larangan minuman beralkohol (say no to alcohol) dan memberlakukan 

UU Larangan Minuman Beralkohol yang pada intinya berupa pelarangan dengan 

pengecualian. 

Memang   sungguh   dilematis   di   negeri   kita   ini. Dalam   konstitusi 

menegaskan  bahwa  negara  berdasar atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, 

namun    dalam    menyikapi    perkembangan    tentang    minuman berlakohol 

pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Perkembangan minuman beralkohol 

tidak   hanya   menjadi   ancaman   bagi   umat   Islam   yang   secara   tegas 

mengharamkan   di   dalam   kitab   sucinya,   namun   minuman   beralkohol juga 

merupakan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi ini, 

khususnya di Indonesia. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang 

sehat dalam kehidupan  manusia  merupakan  Hak Asasi  Manusia   (HAM)  yang 

dijamin dalam  Pasal 28 H ayat (1)  UUD Negara  Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: Setiap orang 

berhak hidup sejahtera   lahir batin, tinggal,  dan   mendapatkan  lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak dasar ini 

tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati 

agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera. 

Salah satu program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu 

sumber daya   manusia   dan   lingkungan   yang   saling   mendukung dengan 

pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan 

kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabiitasi sejak 

pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Dan untuk mencapai hal 



tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengendalian dampak minuman keras 

terhadap kesehatan. 

Adapun dampak negatif minuman beralkohol antara lain sebagai berikut; 

1. GMO  (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku 

seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, 

masyarakat,  dan  kariernya.   Perubahan  fisiologis,  seperti  mata juling, 

muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, 

seperti  susah  konsentrasi,  bicara   melantur,   mudah  tersinggung dan 

lainnya. 

2. Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia 

masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika 

remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan 

menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak. 

3. Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbendungnya darah pada 

jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam 

otak secara normal. 

4. Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jahngan ikat disertai 

nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan 

peradangan sel hati yang luas dan kematian sel. 

5. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, 

bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak 

akan berfungsi dengan baik. 



6. Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan 

radang, atau luka pada lambung. 

7. Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah 

merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada 

disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia 

akan melakukan sesuatu diluar nalarnya. 

Untuk mengatasi dampak negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol 

seperti tersebut diatas, seyogyanya Indonesia memiliki undang-undang yang 

mengatur tentang minuman beralkohol. Namun, sangat disayangkan, hingga saat 

ini belum ada langkah-langkah kongkrit berupa regulasi untuk melarangnya, 

bahkan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, telah 

mengeluarkan instruksi untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang minuman beralkohol, dengan alasan bertentangan dengan 

peraturan per-undang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, terkesan 

Pemerintah membiarkan atau mengambangkan persoalan minuman beralkohol ini. 

Dari data tersebut terlihat maraknya peredaran minuman keras. Di 

Kabupaten Kudus, minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan 

minuman beralkohol, yaitu minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah 

salah satu bahan kimia psikoaktif yaitu bahan kimia yang dapat menyebabkan 

penurunan kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya. Meskipun banyak orang 

yang bilang minuman ini bermanfaat namun tidak dapat dipungkiri bahwa lebih 

banyak kerugiannya daripada manfaatnya jika kita mengkonsumsi minuman 

keras. Dalam hitungan menit efek dari mengkonsumsi minuman beralkohol dapat 



dirasakan. Efek ini tergantung seberapa banyak jumlah atau kadar alkohol yang 

telah dikonsumsi. 

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan 

memprihatinkan,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyaknya  korban  yang 

meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun 

karena  minuman  keras  campuran  atau  yang  lebih  sering  disebut  oplosan. 

Penjual  minuman  keras  yang  mengedarkan  minuman  keras  banyak   yang 

tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh 

penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang 

tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki 

izin.Penjual  minuman  keras  untuk  bertahan  hidup  harus  mengandalkan 

usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan  

takut  nekat  menjual  minuman  keras  tanpa  izin  yang  dampak  buruknya 

membahayakan  konsumen.  Segala  tindakan  dari  penjual  minuman  keras 

seyogyanya  telah  dipertegas  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan, 

bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan 

aturan  hukum  tertentu.  Ketentuan-ketentuan  hukum  hanya  dapat 

dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau 

penerapan  suatu  aturan  hukum  akan  melanggar  dasar-dasar  keadilan  yang 

berlaku dalam masyarakat.4 

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya 

adalah berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan menjualbelikan 

                                                        
4 C.J.N Versteden, 1994, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Samson H.D. Tjeenk Willink, 

Alpena an den Rij, hlm. 15. 



minuman secara bebas tanpa mementingkan besar kecilnya kandungan alkohol 

yang ada di dalam minuman tersebut. Sehingga perbuatan ini yang mengganggu 

ketentraman, dan kedamaian masyarakat. 

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan 

menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan 

kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol 

akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah 

mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang 

mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan 

orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, 

pengeroyokan, pengerusakan. 

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden 

Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman 

Beralhokol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah 

minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari 

bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan 

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.5 

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sendiri dapat disebabkan 

karena beberapa faktor, diantaranya adalah:6 

                                                        
5 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol. 
6https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-

kehidupansosial, diakses pada Selasa,17 Oktober 2018 pada pukul 20.05 WIB. 



a. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri 

karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, cobacoba, dan dapat juga karena 

orang tersebut sedang merasa stress berat.  

b. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, 

keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan 

orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol.  

c. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar 

misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di 

masyarakat, dan lain-lain. 

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat 

merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang 

mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman 

beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi 

serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak 

hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat 

mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara 

bebas. Seperti contohnya peneliti mengambil di daerah Kabupaten Kudus. 

Pertimbangan  sosiologis  berkaitan  dengan   permasalahan  empiris, dan 

kebutuhan yang dialami oleh masyarakat, yang menyangkut tentang pengaturan 

dan pengendalian minuman  beralkohol. Oleh  karena itu, secara sosiologis, 

Undang-undang  tentang Larangan Minuman Beralkohol  haruslah memberikan 

jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penanganan 

bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. 



Di dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman 

beralkohol yang beredar di daerah Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten 

Kudus membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan 

ketertiban bagi masyarakat. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Kudus telah 

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Kudus. 

Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya 

ketertiban dalam masyarakat.7 Apabila tidak adanya suatu undangundang, maka 

akan timbul kekacaubalauan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang 

harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Pemerintah Kabupaten Kudus membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol untuk mengendalikan dan mengawasi 

peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan 

karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan 

manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga 

perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan 

penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan 

masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan secara efektif. 

Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran 

dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung remang-remang 

seiring dengan makin giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam 

                                                        
7 Rijkschroeff, 2001, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 

18. 



melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi 

tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba 

menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul “Penindakan Hukum 

Terhadap Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah  No. 

12 Tahun 2004 Oleh Kepolisian Resor Kudus”.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah penindakan hukum terhadap peredaran minuman keras 

berdasarkan peraturan daerah Nomor. 12 Tahun 2004 oleh Kepolisian Resor 

Kudus? 

2. Apa kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 

Tahun 2004 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus? 

3. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kudus dalam mengatasi kendala 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 

Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus ? 

 
C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil dalam rencana 

penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut : 



1. Untuk  mengetahui  dan menganalisis penindakan hukum terhadap 

peredaran minuman keras berdasarkan peraturan daerah Nomor. 12 

Tahun 2004 oleh Kepolisian Resor Kudus.  

2. Untuk  mengetahui  dan menganalisis kendala pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Kudus. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian Resor Kudus 

dalam mengatasi kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Minuman Beralkohol di 

Kabupaten Kudus. 

 
D. Manfaat penelitian 

Manfaat  penelitian  dalam  penulisan  ini  dibagi  menjadi  dua  

yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian 

ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Penindakan 

Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004 Di 

Kabupaten Kudus. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

terhadap pengawasan perdagangan dan penegakan hukum terkait 

minuman beralkohol yang nantinya mungkin akan dibuat suatu 



peraturan baru guna memperketat pengawasan terhadap peredaran 

minuman beralkohol. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Penulisan ini agar dapat membantu memberikan jalan 

terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian ini 

dapat menghasilkan manfaat bagi penegakan hukum dalam setiap 

pelaksanaan kewenangan sesuai dengan tugasnya masing-masing 

untuk kepentingan masyarakat. 

c. Bagi Masyarakat 

Untuk masyarakat, penelitian ini dapat digunakan bagi 

mereka yang memiliki keinginan atau niat untuk melakukan 

kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol sebagai pedoman 

usahanya agar berjalan sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dan agar masyaratak dapat 

berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah. 

 
E. Kerangka Konseptual  

Kerangka  Konseptual  adalah  Kerangka  yang  menggambarkan  

hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari 

arti-arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.8  

Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah  

                                                        
8 Soerjono Soekanto .Op,Cit. hlm. 22. 



1. Penindakan adalah proses pemfungsian norma-norma hukum secara 

nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.9 

2. Peredaran adalah tempat sesuatu yang beredar atau peralihan dari tempat 

yang satu ketempat yang lain.10 

3. Minuman Keras merupakan minuman  yang  mengandung  ethanol  yang 

diproses  dari  hasil  pertanian  yang  mengandung  karbohidrat  dengan 

cara fermentasi  dan  destilasi  atau  fermentasi  tanpa  destilasi  baik  

dengan  cara perlakuan  terlebih  dahulu  atau  tidak,  menambahkan  

bahan  lain  atau  tidak, maupun  yang  diproses  dengan  cara  

menyampur  konsentrat  dengan etanol atau dengan cara pengenceran 

minuman mengandung etanol.11 

4. Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat 

untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi 

derajatnya.12 

 
F. Kerangka Teoritis 

1. Teori Efektifitas Hukum 

Studi efektifitas hukum merupakan suatu perbandingan antara 

realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus kegiatan ini akan 

                                                        
9 Satjipto Raharjo. 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru. 

Bandung. hlm. 24 
10 WJS Poerwadarminta. 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. hlm 

266 
11 Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004. 
12 Bagir Manan, 2002, Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UlI, Yogyakarta, hlm. 

136. 



memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (law in action) 

dengan hukum dalam teori (law in the book).13 

Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang 

banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah 

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari 

penegak hukum, baik menjalankan tugas yang dibebankan terhadap 

dirinya sendiri maupun dalam menegakkan suatu perundang-undangan 

tersebut. Efektifitas dilihat dalam bidang hukum menurut Achmad Ali 

bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, 

maka pertamatama kita harus mengukur “sejauh mana aturan hukum itu 

ditaati atau tidak ditaati”.14 

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana 

suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.15 Hukum dapat dikatakan 

efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum 

mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga 

menjadi perilaku hukum. 

Apabila membicarakan tentang efektifitas hukum berarti 

membicarakan bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur dan 

atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat 

dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum 

                                                        
13 Soleman B Taneko, 1993, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press, 

Jakarta, hlm. 47 
14 Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukumdan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm. 

375 
15 Soerjono Soekanto, 1988, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Ramadja Karya, 

Bandung, hlm. 80. 



tersebut dapat berfungsi dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu 

perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku 

masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangnya 

akan dikatakan efektif apabila masyarakatnya mempunyai perilaku 

sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan 

perundang-undangan, maka efektifitas hukum tersebut telah dicapai. 

Secara umum, dibentuknya suatu aturan hukum yang ada di 

masyarakat mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengatur dan 

menertibkan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahn yang ada 

di lingkungan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemikiran 

sosiologi hukum, dimana hukum sebagai variable dependent maka 

konsep perilaku sosial masyarakat dianalisis untuk diketahui 

dampaknya terhadap hukum, sebaliknya apabila hukum dan masyarakat 

maka mengkaji bagaimana hukum itu dapat mempengaruhi sikap 

perilaku masyarakat.16 Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat 

adalah mengenai sistem penegakan hukum, dimana hukum bekerja 

sehingga mempunyai pengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. 
2. Teori Penegakan Hukum  

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan 

rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law 

enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. 

Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, 

                                                        
16 Siswanto Sunarso, 2005, Wawasan Penegkan Hukum Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005, hlm. 113. 



berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas 

dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.17 

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya 

merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan 

yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi 

mempunyai unsurunsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara 

konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.18 

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk 

menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi 

penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak 

belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. 

Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan 

hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. 

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya 

member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. 

                                                        
17 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan 

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm. 87 
18 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5. 



Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat 

ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum 

dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.19 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik 

suatau kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada 

penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: 

a. Faktor hukum  
Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan 

kaidahkaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan 

patokan berinteraksi dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman di 

dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti 

material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat 

oleh pengusaha maupun daerah yang satu.  

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material 

mencakup : 

 Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 

semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian 

wilayah Negara 

                                                        
19 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Op.Cit, hlm. 55 



 Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu 

tempat atau daerah tertentu saja 
Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa 

kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat 

pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses 

penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat 

rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang 

penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan 

yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum 

yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para 

subyek hukum. 

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka 

hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu 

sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan 

sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang 

tidak lain adalah manusia. 

b. Faktor penegak hukum  
Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut 

mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan 

posisi tertentu didalam struktur kemayarakatan yang mugkin tinggi, 

sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan 

suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak 

dan kewajiban merupakan peranan.  



c. Faktor sarana atau fasilitas 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau 

fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak 

lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan 

mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharuusnya 

dengan peranan yang aktual. 

d. Faktor masyarakat  
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka 

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan 

hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, 

melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan 

masyarakatnya. Dan diketahai pula untuk mencapai kedamaian harus 

ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain 

ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan 

nilainilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang 

ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam 

melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum 

masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat. 



Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, 

oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga 

merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 
3. Teori Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum selamanya dapat dilihat 

atau diamati dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu 

masyarakat mengikuti apa yang telah diatur di dalam hukum maka 

terjadilah suatu kepatuhan hukum.20 Para penegak hukum yang 

dibebani tugas untuk menanamkan kepatuhan hukum harus benar-benar 

memberikan contoh baik serta memberikan pengaruh dan 

mengusahakan dengan senantiasa memperhatikan dan memperhitngkan 

akibat-akibatnya. 

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang 

melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum 

yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam 

bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu 

sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota 

masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kepatuhan masyarakat pada 

hakikatnya merupakan kesadaran dan keetiaan masyarakat terhadap 

hukum yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekuensi hidup 

bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku 

                                                        
20 Soerjono Soekanto, 1982, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah 

Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 162. 



yang senyatanya patuh pada hukum, antara das sein dengan das sollen 

secara fakta sama. 

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga 

jenis: 

1. Ketaatan yang  bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat 

terhadap suatu aturan hanya ia takut terkena sanksi 

2. Ketaatan yang bersifat identification yaitu jika seseorang taat 

terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan 

seseorang menjadi rusak. 

3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat 

terhadap suatu aturan benar-benar kareana ia merasa aturan itu sesuai 

dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. 

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat 

mengidentifikasi seberapa efektivnya suatu peraturan perundang-

undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu 

undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau 

identification, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu 

masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang 

menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang 

bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektivan 

aturan atau undang-undang itu. 

Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh 

didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-



perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif 

berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan 

berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung 

mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan 

norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas 

personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi 

hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, 

sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative 

commitment through legitimaty) berarti mematuhi peraturan karena 

otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte 

perilaku. 

 
G. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis  sosiologis  

dimaksudkan  mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi 

sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.21 

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan 

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung 

ke obyeknya.  Secara operasional  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  studi  

kepustakaan  atau  studi literatur. Pendekatan secara  yuridis empiris adalah  

upaya untuk  memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 
                                                        

21 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia 
Press, Jakarta, hlm. 51. 



penelitian berdasarkan realitas yangada atau studi kasus penindakan hukum 

terhadap peredaran minuman keras berdasarkan peraturan daerah  No. 12 

Tahun 2004 oleh kepolisian resor kudus.22 

2. Spesifikasi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan. 

Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta atau peristiwa tentang peredaran 

minuman beralkohol secara aktual dan cermat,23 yang kemudian dilakukan 

analisis lebih mendalam terhadap penegakan hukum peredaran minuman 

beralkohol di Kabupaten Kudus dengan teori efektifitas hukum, penegakan 

hukum dan kepatuhan hukum . 

3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian  ilmu  hukum  dengan  aspek  empiris  ini menggunakan  dua  

jenis  data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang 

bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung 

dari sumber pertama di  lapangan  yaitu  baik  dan  responden  maupun 

informan.  Data  sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian 

kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya 

melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk 

bahan-bahan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:  

  

                                                        
22 Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7. 
23 M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hlm. 22 



a. Data Primer 

Data  primer  adalah  data  yang  didapat  dengan  cara  melakukan  

penelitian langsung  terhadap  objek  penelitian  dengan  cara  observasi  

dan  wawancara terhadap narasumber. Data  Primer  ini  akan  diambil  dari  

tanya jawab  kepada  2 (dua) narasumber yaitu Kasatsabhara  Polres  Kudus 

dan Kepala  Bidang  Pelayanan  Rehabilitasi  Sosial, Bantuan  Perlindungan  

dan  Jaminan  Sosial  Kabupaten  Kudus. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan (library  research)  dengan  cara  membaca,  menelaah  dan  

mengutip  terhadap berbagai  teori,  asas  dan  peraturan  yang  

berhubungan  dengan  permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:  

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan24 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  

b) Peraturan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2013 tentang  

Pengendalian  dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 

c) Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  6  Tahun  2015 tentang 

Pengendalian  dan  Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  

Peredaran,  dan Penjualan Minuman Beralkohol. 

                                                        
24 Ibid.,hlm. 20 



d) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang 

Minuman Beralkohol. 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang 

dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, 

artikel ilmiah dan  sebagainya.  

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder25, 

seperti  kamus,  ensiklopedi  hukum  dan  sarana-sarana pendukung 

lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam  penelitian  ini  untuk  memperoleh  data-data  yang  diperlukan 

penulis  akan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  antara  lain  sebagai 

berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Melalui  studi  kepustakaan  penulis  mengumpulkan  data  sekunder 

dengan  mempelajari  bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan perundang-

undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  meliputi Peraturan  Perundang-

undangan,  jurnal,  makalah  seminar,  dokumen, buku percetakan, internet.  

  

                                                        
25 Soerjono  Soekanto, 2007, Metode  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia,  UIpress, 

Jakarta, hlm. 52 



2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang 

berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang 

akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara 

jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung 

yang erat kaitannya dengan objek penelitian.26 

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi 

yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana,   terarah   pada   

suatu   tujuan   dengan   mengamati   dan mencatat fenomena atau perilaku satu 

atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan 

memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil 

pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

3. Wawancara 

Penulis  melakukan  proses  wawancara  terhadap  narasumber secara 

langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, 

keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan 

penanganan penindakan hukum terhadap peredaran minuman keras.  Metode  

pengumpulan  data  dengan  teknik wawancara  dilakukan  Penulis  dalam  hal  

meminta  pandangan narasumber  terkait  dengan  permasalahan  yang  telah 

dirumuskan. 

                                                        
26 Burhan Bungin. 2008. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

Dan Ilmu Sosial Lainnya), edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. 



5. Metode Analisis Data 

Analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis 

yuridis kualitatif.  Analisis yuridis kualitatif dilakukan  dengan menguraikan  data 

yang diperoleh dalam  bentuk  kalimat  yang  tersusun  secara  sistematis,  jelas  

dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu 

menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat 

umum. 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun penelit ian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitan  dan  Manfaat  Penelitian, Kerangka Teori, 

Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika  

Penulisan. 

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian penindakan 

hukum, tindak pidana, minuman beralkohol, pengaturan tentang 

minuman beralkohol, dan minuman beralkohol menurut perspektif 

Islam. 

  



BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan uraian tentang penindakan hukum terhadap 

peredaran minuman keras berdasarkan peraturan daerah Nomor. 12 

Tahun 2004 oleh Kepolisian Resor Kudus, kendala pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 

Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus dan upaya 

Kepolisian Resor Kudus dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 

Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus  

BAB IV    PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran terhadap 

permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

 


